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ABSTRAK 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berperan penting dalam 

menjaga konstitusionalitas hukum dan melindungi hak-hak konstitusional warga 
negara. Sebagaimana Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022 yang melibatkan 
perubahan frasa oleh Hakim Guntur Hamzah menimbulkan isu serius terkait 

integritas dan prosedur pengambilan keputusan. Majelis Kehormatan Mahkamah 
Konstitusi menanggapi pelanggaran ini dengan menyatakan bahwa M. Guntur 

Hamzah melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis, yang 
dianggap tidak sepadan dengan beratnya pelanggaran, sehingga memunculkan 
perhatian untuk meninjau ratio decidendi putusan MKMK Nomor 

01/MKMK/T/02/2023. Skripsi ini memiliki tujuan yakni: 1) Mengidentifikasi 
ratio decidendi putusan MKMK Nomor 01/MKMK/T/02/2023 terkait perubahan 

substansi. 2) Menganalisis perspektif fiqh siyāsah dalam putusan tersebut. 

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian normatif dengan fokus 
pada analisis dokumen dan literatur terkait pelanggaran kode etik hakim. 

Pendekatan yang digunakan meliputi perundang-undangan, konseptual, dan kasus. 
Penulis menguraikan proses pengambilan keputusan dan pelanggaran yang terjadi 
serta mengaitkan unsur unsur etik yang berkaitan dengan kasus perubahan 

substansi putusan dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 01/MKMK/T/02/2023 dengan fiqh siyāsah. Dengan kerangkan pemikiran 

serta objek pembahasan tersebut maka digunakan metode analisis deskriptif 
analisis untuk mengambarkan ratio decidendi putusan MKMK, dengan fokus 
pada bahan hukum kualitatif yang diperoleh melalui teknik library research. 

Penelitian ini menyimpulkan, bahwa pengubahan substansi Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 oleh Hakim Guntur Hamzah 
yang dilakukan tanpa melibatkan persetujuan kolektif hakim lain, meragukan 

integritas keputusan dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. 
Tindakan ini menciptakan isu serius mengenai prosedur pengambilan keputusan 
yang seharusnya transparan. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 

menanggapi pelanggaran ini dengan menyatakan bahwa Guntur Hamzah 
melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi berdasarkan pedoman Sapta 

Karsa Hutama, khususnya pada prinsip integritas. Namun, sanksi teguran tertulis 
yang diberikan dianggap tidak sepadan dengan beratnya pelanggaran yang terjadi. 
Dalam konteks fiqh siyāsah, khususnya fiqh siyāsah qadhaiyyah, penelitian ini 

juga menekankan perlunya kebijakan sanksi yang mencerminkan keadilan dan 
maslahah, serta mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. 

Penekanan pada kerjasama dan diskusi di antara hakim diharapkan mencegah 
kesalahan prosedural dan memastikan bahwa semua suara didengar. 

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan: 1) Mahkamah 
Konstitusi perlu memperkuat kode etik dan melibatkan semua hakim dalam 

pengambilan keputusan untuk menjaga transparansi dan legitimasi sistem 
peradilan. 2) Sanksi tegas bagi pelanggar kode etik diperlukan untuk 

meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan. 
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